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NOMOR 17 TAHUN 2018 

 

TENTANG  
 

PEDOMAN PENILAIAN KINERJA UNIT PENYELENGGARA PELAYANAN 

PUBLIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SUKABUMI 
 

 

WALI KOTA SUKABUMI, 

 
 

Menimbang : bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 
Birokrasi Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman 

Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan 

Publik, maka perlu ditetapkan Peraturan Wali Kota 
tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit 

Penyelenggara Pelayanan Publik di Lingkungan 

Pemerintah Kota Sukabumi; 
 

Mengingat ….. 
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Mengingat  :     1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-Daerah Kota kecil dalam 
Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, 

dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia 

tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 tahun 

1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 

16 dan 17 Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551); 
 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas 

dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3851);  
 

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5038);  
 

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang 

Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5494);  
 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia 5587), 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia 5679); 
 

6. Peraturan ..... 
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6. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1995 
tentang Perubahan Batas Wilayah 

Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi dan 

Kabupaten Daerah Tingkat II Sukabumi 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1995 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3584); 
 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 

tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 
25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5357); 
 

8. Peraturan Presiden Republik Indonesia 

Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design 
Reformasi Birokrasi 2010-2025; 

 

9. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 9 
Tahun 2016 tentang Pembentukan 

Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota 

Sukabumi Tahun 2016 Nomor 9); 

 
 

Memperhatikan : Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur 

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 
2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit 

Penyelenggara Pelayanan Publik; 

 
 

MEMUTUSKAN: 

 
 

Menetapkan  : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN 

PENILAIAN KINERJA UNIT PENYELENGGARA 

PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN 
PEMERINTAH KOTA SUKABUMI. 

 

 
Pasal 1 ..... 

 



- 4 - 

 

Pasal 1 
 

Pedoman penilaian kinerja unit penyelenggara 

pelayanan publik merupakan acuan untuk 
melaksanakan penilaian kinerja unit 

penyelenggara pelayanan publik di lingkungan 

Pemerintah Kota Sukabumi. 
 

Pasal 2 

 
Hasil penilaian kinerja ini menjadi dasar bagi 

Pemerintah Kota Sukabumi untuk melakukan 

pemeringkatan kepada unit penyelenggara 

pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kota 
Sukabumi. 

 

Pasal 3 
 

Pedoman penilaian kinerja unit penyelenggara 

pelayanan publik tercantum dalam lampiran yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Wali Kota ini. 

 
Pasal 4 

 

Pada saat Peraturan Wali Kota ini berlaku, 

Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 4 Tahun 
2016 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan 

Evaluasi Kinerja Unit Pelayanan Publik di 

Lingkungan Pemerintah Kota Sukabumi dan 
Badan Usaha Milik Daerah di Kota Sukabumi 

(Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2016 

Nomor 4) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 
 

Pasal 5 

 
Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada 

tanggal diundangkan. 

 

 
Agar ..... 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan 

penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sukabumi. 
 

 

 
Ditetapkan di Sukabumi 

pada tanggal 2 Juli 2018 

 
Pj. WALI KOTA SUKABUMI, 

 

                    ttd. 

 
 

             DADY ISKANDAR 

 
 

Diundangkan di Sukabumi 

pada tanggal 2 Juli 2018 
 

Pj. SEKRETARIS DAERAH  

        KOTA SUKABUMI, 
 

 

                    ttd. 

 
 

     SALEH MAKBULLAH 

 
BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI TAHUN 2018 NOMOR 17 

 

     Salinan sesuai dengan aslinya 
 

    KEPALA BAGIAN HUKUM 

    SETDA KOTA SUKABUMI, 
 

                    

 

 
          EEN RUKMINI 

NIP. 19720210199901 2 001 



LAMPIRAN :     PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI 

NOMOR  :   17 TAHUN 2018 

TENTANG    :   PEDOMAN PENILAIAN KINERJA UNIT    

PENYELENGGARA PELAYANAN 

PUBLIK DI LINGKUNGAN 

PEMERINTAH KOTA SUKABUMI 

                        ---------------------------------------------- 
 

 

PEDOMAN PENILAIAN KINERJA UNIT PENYELENGGARA PELAYANAN 

PUBLIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SUKABUMI 

  
 

BAB I 
PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang 

Inti reformasi birokrasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan 

publik yang diselenggarakan lembaga pemerintah pada dasarnya 
adalah pembinaan, penertiban, dan penyempurnaan aparatur negara 

baik dari aspek kelembagaan, sumber daya manusia aparatur, 

tatalaksana, dan pengawasan. Percepatan pendayagunaan aparatur 

negara dilakukan melalui reformasi birokrasi dengan sasaran 
mengubah pola pikir (mindset), budaya kerja (culture-set), dan sistem 

manajemen pemerintahan.  

 

Dalam rangka percepatan reformasi birokrasi di bidang pelayanan 

publik dan sejalan dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 

tentang Pelayanan Publik, perlu dilaksanakan evaluasi kinerja dalam 
upaya mempercepat peningkatan kualitas pelayanan  ublic. Upaya 

yang dilaksanakan secara berkelanjutan dan berkesinambungan 

berujung pada pelayanan publik yang prima. Evaluasi kinerja 

terhadap unit pelayanan publik dilakukan pada 1 (satu) atau 
beberapa jenis layanan dengan tujuan untuk memperoleh gambaran 

tentang kondisi kinerja unit pelayanan  ublic, kemudian melakukan 

perbaikan untuk peningkatan kualitas pelayanan  ublic. 

Pelaksanaan ..... 
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Pelaksanaan evaluasi kinerja juga ditujukan untuk memberikan 

apresiasi terhadap unit pelayanan yang mempunyai peringkat 
tertinggi atau telah melaksanakan pelayanan prima yaitu pelayanan 

yang cepat, tepat, murah, aman, berkeadilan, dan akuntabel. Agar 

evaluasi kinerja tersebut dapat dilaksanakan secara obyektif, 
transparan, dan akuntabel, diperlukan suatu pedoman penilaian 

kinerja unit pelayanan publik. 
 

B. Maksud, Tujuan, dan Sasaran  

1. Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik 
di lingkungan Pemerintah Kota Sukabumi dimaksudkan sebagai 

panduan dalam: 

a. memahami tujuan penilaian kinerja dan penetapan ruang 

lingkup; 
b. memahami strategi penilaian dan metodologi penilaian 

kinerja; 

c. memahami proses pengolahan data dan penyusunan Laporan 
Hasil Penilaian Kinerja; dan 

d. memahami mekanisme pelaporan. 
 

2. Tujuan Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan 

Publik adalah untuk menjamin penilaian kinerja unit 
penyelenggara pelayanan publik dapat dilaksanakan dengan 

objektif, transparan, dan akuntabel. 
 

3. Sasaran Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara 

Pelayanan Publik adalah menghasilkan pemeringkatan sebagai 

dasar perbaikan penyelenggaraan pelayanan publik. 

C. Pengertian  
 

1. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan 
dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan 

penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administrasi 

yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.  

2. Standar Pelayanan adalah tolok ukur yang dipergunakan 

sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan 

penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji 
penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan 

yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.  

3. Maklumat ..... 
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3. Maklumat Pelayanan adalah pernyataan tertulis yang berisi 
keseluruhan rincian kewajiban dan janji yang terdapat dalam 

Standar Pelayanan.  
 

4. Standar Operasional Prosedur selanjutnya disingkat SOP adalah 

serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai 
berbagai proses penyelenggaraan aktivitas organisasi, 

bagaimana, dan kapan harus dilakukan, dimana, dan oleh siapa 

dilakukan. 
 

5. Penyelenggara Pelayanan Publik, yang selanjutnya disebut 
Penyelenggara adalah setiap institusi penyelenggara daerah, 

korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan 

undang-undang untuk kegiatan pelayanan public, dan badan 

hukum lain yang dibentuk untuk kegiatan pelayanan public. 
 

6. Unit Pelayanan Publik adalah unit kerja/kantor pelayanan pada 

perangkat daerah, yang secara langsung maupun tidak 
langsung memberikan pelayanan public. 

 

7. Penilaian Kinerja adalah suatu proses penilaian dan 
pelaksanaan tugas seseorang atau sekelompok orang atau unit-

unit kerja dalam satu organisasi sesuai dengan public ent yang 

ditetapkan.  
 

8. Tim Evaluasi adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Wali 

Kota untuk melakukan penilaian kinerja unit pelayanan public 

yang terdiri dari unsur-unsur yang terkait dengan 
penyelenggaraan pelayanan public. 

 

9. Pelayanan Prima adalah pelayanan berkualitas, cepat, mudah, 
terjangkau, dan terukur yang diberikan oleh penyelenggara 

layanan kepada penerima.  

 
10. Kinerja Unit Pelayanan Publik adalah tingkat keberhasilan unit 

pelayanan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. 

 
11. Survei Kepuasan Masyarakat adalah pengukuran secara 

komprehensif kegiatan tentang tingkat kepuasan masyarakat 

yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat 

dalam memperoleh pelayanan dari penyelenggara pelayanan 
public. 

12. Indeks ..... 
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12. Indeks Kepuasan Masyarakat adalah data dan informasi tentang 

tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil 

pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat 
masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur 

penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan 

antara harapan dan kebutuhannya. 
 

 

13. Desk evaluation yaitu penelaahan terhadap dokumen 

penyelenggaraan pelayanan publik.  
 

14. Observasi Lapangan adalah pengamatan langsung di lapangan. 

  
15. Kuesioner yaitu alat riset atau survei yang terdiri atas 

serangkaian pertanyaan tertulis atau daftar pertanyaan, 

bertujuan mendapatkan tanggapan dari kelompok orang terpilih 

melalui wawancara pribadi atau melalui pos. 
 

16. Wawancara adalah tanya jawab antara evaluator dan sumber 

informasi penyelenggara pelayanan yang sedang dievaluasi. 
 

17. Indeks Pelayanan Publik adalah indeks yang digunakan untuk 

mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan Pemerintah 
Kota Sukabumi berdasarkan Aspek Kebijakan Pelayanan, Aspek 

Profesionalisme SDM, Aspek Sarana Prasarana, Aspek Sistem 

Informasi Pelayanan Publik, Aspek Konsultasi dan Pengaduan, 
serta Aspek Inovasi. 

 

18. Kebijakan Pelayanan adalah visi, misi, komitmen, itikad, dan 

perilaku organisasi yang terlembagakan dalam bentuk aturan, 
mekanisme, atau proses yang dijalankan organisasi sebagai 

upaya untuk mencapai proses yang dijalankan organisasi 

sebagai upaya untuk mencapai kualitas pelayanan tertentu 
sesuai tujuan pemberian pelayanan publik. 

 

19. Profesionalisme Sumber Daya Manusia adalah standar 
kualifikasi, capaian kualitas dan kinerja personel pemberi 

layanan publik yang dibangun institusi penyelenggara 

pelayanan publik untuk memberikan pelayanan yang prima 
(terbaik). 

 

20. Sarana ..... 
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20. Sarana Prasarana adalah sarana prasarana pendukung 

pemberian pelayanan publik baik berupa fasilitas, tempat 

maupun perlengkapan tertentu yang menunjang pelayanan 
publik yang diberikan. 

 

21. Sistem Informasi Pelayanan Publik adalah rangkaian kegiatan 
yang meliputi penyimpanan dan pengelolaan informasi serta 

mekanisme penyampaian informasi dari penyelenggara kepada 

masyarakat dan sebaliknya dalam bentuk lisan, tulisan latin, 
tulisan dalam huruf Braile, bahasa gamber, dan/atau bahasa 

lokal, serta disajikan secara manual maupun elektronik. 

 

22. Konsultasi adalah mekanisme interaktif antara pemberi layanan 
dan pengguna layanan untuk menyelesaikan persoalan tertentu 

baik sebelum atau pada saat pelayanan diberikan. 

 
23. Pengaduan adalah penyampaian keluhan yang disampaikan 

pengadu kepada pengelola pengaduan pelayanan publik atas 

pelayanan pelaksana yang tidak sesuai dengan standar 
pelayanan, atau pengabaian kewajiban dan/atau pelanggaran 

larangan oleh penyelenggara. 

 
24. Inovasi Pelayanan Publik adalah terobosan jenis pelayanan baik 

yang merupakan gagasan/ide kreatif orisinal dan/atau 

adaptasi/modifikasi yang memberikan manfaat bagi 

masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. 
Dengan kata lain, inovasi pelayanan publik sendiri tidak 

mengharuskan suatu penemuan baru, tetapi dapat merupakan 

suatu pendekatan baru yang bersifat kontekstual dalam arti 
inovasi tidak terbatas dari tidak ada kemudian muncul gagasan 

dan praktik inovasi, tetapi dapat berupa inovasi hasil dari 

perluasan maupun peningkatan kualitas pada inovasi yang ada.  
 

D. Ruang Lingkup 

Ruang lingkup Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara 

Pelayanan Publik ini meliputi 6 (enam) aspek, yaitu:  

1) kebijakan ..... 
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1) kebijakan pelayanan;  

2) profesionalisme SDM;  

3) Sarana prasarana;  
4) sistem informasi pelayanan publik,  

5) konsultasi dan pengaduan,  

6) inovasi pelayanan.  
 

Untuk menilai masing-masing aspek tersebut disusun sejumlah 

indikator yang dikelompokkan untuk mempermudah identifikasi 
pengaruhnya terhadap aspek yang dievaluasi. 

 

E. Teknik Penilaian 

 
Teknik penilaian kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik 

dapat dilakukan dengan cara:  

1. desk evaluation;  
2. observasi lapangan;  

3. kuisioner; dan/atau 

4. wawancara. 
 

F. Organisasi Tim Evaluasi sebagai berikut: 

Tim Evaluasi bertugas memberikan penilaian terhadap unit 

penyelenggara pelayanan publik yang ditetapkan dengan Keputusan 
Wali Kota Sukabumi yang terdiri dari: 

 

Pengarah  : Wali Kota dan Wakil Wali Kota; 
Penanggungjawab : Sekretaris Daerah; 

Ketua   : Asisten Pemerintahan; 

Sekretaris   : Kepala Bagian Organisasi; 
Anggota   : Unsur Perangkat Daerah yang berkaitan 

dengan pelayanan. 

 
 

BAB II 
MEKANISME PENILAIAN 

 
Kegiatan penilaian kinerja unit penyelenggara pelayanan publik 

meliputi 3 (tiga) tahapan, yaitu tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, 

dan tahap pelaporan.  
 

A. Tahap ..... 
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A. Tahap Perencanaan: 
 

1. Menentukan lokus penilaian 

Pada tahap awal harus ditentukan unit pelayanan yang akan 
dievaluasi. Hal ini perlu, karena pada banyak instansi terdiri dari 

berbagai unit pelayanan. Unit pelayanan publik yang akan dinilai 

oleh Tim Evaluasi diusulkan oleh Kepala Perangkat Daerah yang 
dilengkapi dengan keterangan keunggulan unit pelayanan patut 

menjadi pertimbangan. 
 

2. Menyusun rencana penilaian.  

Selanjutnya, setelah ditentukan unit pelayanan yang akan dinilai, 

maka perlu disusun rencana penilaian itu sendiri.  
Dalam penyusunan evaluasi perlu memperhatikan hal berikut:  

a) menentukan objek atau unit layanan yang akan dinilai; 

b) pengumpulan data atau informasi awal; 
c) waktu yang diperlukan dalam proses pelaksanaan penilaian; 

d) periode penilaian atau rentang waktu tertentu 

penyelenggaraan pelayanan publik yang akan dinilai; 
e) hasil penilaian dituangkan dalam Kertas Kerja Penilaian.  

 

B. Tahap Pelaksanaan: 

1. menjelaskan maksud dan tujuan penilaian kepada unit 
penyelenggara pelayanan publik yang merupakan lokus 
penilaian dan/atau pihak terkait lainnya dalam bentuk entry 
meeting (pertemuan pendahuluan); 

2. melaksanakan dan/atau mengembangkan teknik penilaian 
sesuai dengan metodologi yang telah ditentukan; 

3. mengolah dan menganalisa data; 

4. menjelaskan hasil pengamatan atau observasi kepada unit 
penyelenggara pelayanan publik yang merupakan lokus 

penilaian dan/atau pihak terkait lainnya dalam bentuk exit 
meeting (pertemuan akhir); 

5. membuat berita acara penilaian yang ditandatangani Tim 
Penilai dan perwakilan unit layanan. 
 

C. Tahap Pelaporan 

Hasil dari evaluasi penilaian kinerja unit penyelenggara pelayanan 

publik dituangkan dalam Laporan Hasil Penilaian (LHP) yang 

memuat hasil pengisian instrumen penilaian. 
BAB III........ 
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BAB III 

METODE PENILAIAN 

 
[ 

Metode yang digunakan untuk mendapatkan hasil penilaian 

diperoleh melalui kuesioner yang dibangun berdasarkan hasil 
persilangan antara sejumlah prinsip tata kelola pemerintahan yang baik 

dalam memberikan pelayanan publik dan aspek yang harus dipenuhi 

oleh unit penyelenggara pelayanan publik sesuai ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

 

A. Prinsip, Aspek dan Indikator: 
 

1.  Prinsip yang digunakan dalam menyusun  ublic or 

sebagaimana tersebut di atas berdasarkan kepada Undang-

Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan  ublic, 

prinsip-prinsip tersebut adalah: 

a.  Keadilan: kondisi dimana kebijakan dan pemberian 

layanan  ublic   memberikan kesamaan hak dan 
persamaan perlakuan bagi semua orang (tanpa 

diskriminatif) terhadap status, ras, agama maupun jenis 

kelamin, namun memberikan perlakuan khusus bagi 

kelompok masyarakat rentan, mencerminkan 
keseimbangan antara hak dan kewajiban bagi setiap 

orang, serta memberikan kepastian hukum. 
 

b. Partisipasi: tingkat keterlibatan (peran serta) masyarakat 
dalam pembuatan kebijakan, perencanaan, implementasi 

serta monitoring (pengawasan) dan evaluasi pelayanan 

 ublic, termasuk peran serta penyusunan standar 

pelayanan dan pemberian penghargaan. 
 

c.  Akuntabilitas: kondisi dimana pejabat, lembaga dan 

organisasi pelayan  publik bertanggungjawab atas 

tindakan-tindakannya serta responsive terhadap  publik. 

 

D. Transparansi......... 
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d.  Transparansi: kondisi dimana keputusan yang diambil 
oleh pejabat pelayan publik serta proses pelayanan terbuka 

kepada publik untuk memberi masukan, memonitor dan 

mengevaluasi serta kondisi dimana informasi publik   
tersebut tersedia maupun dapat diakses oleh publik. 

Dengan demikian publik sebagai pemanfaat layanan, lebih 

memahami hak dan tanggungjawabnya. 
 

e.  Berdayaguna: kondisi dimana kebijakan dan program 

pelayanan publik telah mengutamakan kepentingan 

umum, telah menggunakan sumberdaya (manusia, 
keuangan dan waktu) secara optimal dan ekonomis, serta 

telah dicapai sesuai dengan tujuan yang diharapkan. 
 

f. Aksesibilitas: kondisi dimana kebijakan dan program 
pelayanan publik mudah, sederhana (tidak birokratis dan 

berbelit), murah, dan terjangkau oleh semua lapisan 

masyarakat baik dari sisi strata sosial ekonomi maupun 

kewilayahan. 
 

2.   Aspek yang harus dipenuhi oleh unit penyelenggara pelayanan 

publik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, 
meliputi: Kebijakan Pelayanan, Profesionalisme SDM, Sarana 

Prasarana, Sistem Informasi Pelayanan Publik, Konsultasi dan 

Pengaduan serta Inovasi. 
 

3.   Indikator dihasilkan melalui persilangan antara prinsip dan 

aspek yang dijadikan dasar penilaian. Berdasarkan 

persilangan tersebut diperoleh 37 indikator penilaian 

(sebagaimana disajikan pada tabel 3.1). 
 

 

B. Pembobotan 

Bobot penilaian dari setiap aspek dapat dijelaskan sebagai berikut: 

 

Tabel 3.1......... 
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Tabel 3.1 

Aspek, Indikator dan Bobot Indeks Pelayanan Publik 

ASPEK BOBOT 

ASPEK 1. KEBIJAKAN PELAYANAN 30% 

Kelompok 1 1.1.1    

 
1.1.2 
    
 
1.1.3   

1.1.4 

 

1.1.5  

 

1.1.6 

  

1.1.7  

 
 
1.1.8  

Tersedia Standar Pelayanan (SP) yang menjadi 

acuan dalam pemberian pelayanan kepada 
publik 
Tersedia Standar Pelayanan (SP) yang menjadi 
acuan dalam pemberian pelayanan kepada 
publik (per jenis Layanan) 
Sistem antrian 

Proses penyusunan SP telah melibatkan 

masyarakat dan pihak terkait (stakeholder) 

Tersedia dokumentasi tentang SP yang 

ditetapkan, dan dipublikasikan. 

Kesesuaian SP dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 

Informasi atas Standar Pelayanan dapat diakses 
dengan mudah untuk diketahui dan dipahami 
oleh masyarakat. 
Tersedia SP yang tepat guna. (Substansi/Isi SP) 

 

Kelompok 2 Maklumat Pelayanan Indikator:  

1.2.1  Tersedia Maklumat Pelayanan yang 

dipublikasikan kepada seluruh lapisan 

masyarakat. 

 

Kelompok 3 Survei Kepuasan Masyarakat Indikator:  

1.3.1 

 

1.3.2  

 

1.3.3 

1.3.4 

Tingginys keterlibatan pengguna layanan dalam 
pengisian SKM. 

Informasi Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) 

yang diketahui seluruh lapisan masyarakat. 

Tindak lanjut hasil SKM dan kedalam ruang 

lingkup. 

Kecepatan tindak lanjut hasil SKM. 

 

ASPEK 2. PROFESIONALISME SDM 18% 

Kelompok 1 Kompetensi Indikator:  

2.1.1 Tersedia Pelaksana Layanan dengan 
kompentensi sesuai kebutuhan jenis layanan. 

 

Kelompok 2 Responsivitas Indikator:  

2.2.1 

2.2.2 

 

Pelaksana layanan yang responsif waktu. 

Kesigapan petugas dalam memberikan layanan 
(kecepatan) 

 

 
Kelompok 3........ 
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Kelompok 3 Kode Etik Indikator:  

2.3.1 Tersedia Aturan Perilaku dan Kode Etik 

Pelaksana Layanan. 

 

Kelompok 4 Penghargaan dan Sanksi Indikator:  

 

2.4.1 
2.4.2 

Pemberian Penghargaan. 

Pemberian Sanksi. 

 

Kelompok 5 Budaya Pelayanan Indikator:  

2.5.1 Budaya Pelayanan.  

ASPEK 3. SARANA PRASARANA PELAYANAN PUBLIK 15 % 

Kelompok 1 Parkir dan Ruang Tunggu Indikator:  

3.1.1 

 

3.1.2 

3.1.3 

Tersedia tempat parkir yang aman, nyaman dan 

mudah diakses. 

Tersedia sarana ruang tunggu yang nyaman. 

Tersedia sarana toilet khusus pengguna layanan 

yang bersih, sehat dan memadai. 

 

Kelompok 2 Sarana prasarana bagi yang berkebutuhan khusus 

Indikator: 

 

3.2.1 Tersedia sarana prasarana bagi pengguna 

layanan yang berkebutuhan khusus. 

 

Kelompok 3 Sarana Penunjang Lain Indikator:  

3.3.1 Tersedia sarana prasarana penunjang lainnya: 
Ruang Laktasi/nursery, arena bermain anak, 
kantin/photocopy/toko ATK. 

Kelompok 4 Sarana Front Office Indikator:  

3.4.1 
 
3.4.2 

Tersedia front office untuk layanan konsultasi 

dan informasi tatap muka. 

Tersedia sarana front office untuk layanan 

pengaduan tatap muka. 

ASPEK 4. SISTEM INFORMASI PELAYANAN PUBLIK 15% 

Kelompok 1 Sistem Informasi Elektronik Indikator:  

4.1.1 

 
4.1.2 
 

4.1.3 
4.1.4 

Sistem informasi pelayanan publik untuk 

informasi publik. 

Sistem informasi pelayanan publik pendukung 

operasional pelayanan. 

Kepemilikan situs dan Pengelola Situs 
Pemutakhiran data dan informasi situs. 

 

 
Kelompok 2............ 
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Kelompok 2 Sistem Informasi Non Elektronik Indikator:  

4.2.1 Tersedia informasi non elektronik yang 

mendukung pelayanan yang diketahui 

seluruh lapisan masyarakat 

ASPEK 5. KONSULTASI DAN PENGADUAN 15% 

Kelompok 1 Konsultasi Indikator:  

5.1.1 

 

5.1.2 

Tersedia sarana dan media konsultasi 

layanan yg bisa dimanfaatkan semua 

lapisan masyarakat 

Tersedia rubrik, dokumentasi, dan 

publikasi konsultasi yang mudah diakses. 

Kelompok 2 Pengaduan Indikator:  

5.2.1 

 

5.2.2 

Tersedia sarana dan media pengaduan 

yang bisa dimanfaatkan semua lapisan 

masyarakat. 

Tersedia rubrik, dokumentasi, dan 

publikasi proses/hasil pengaduan yang 

mudah diakses. 

ASPEK 6. INOVASI 7% 

 

Indikator: 

 

Inovasi ini merupakan kesatuan indikator dari 

berbagai prinsip. Dengan demikian Inovasi bisa 

merupakan upaya yang meliputi satu atau gabungan 

beberapa prinsip dalam satu kesatuan inovasi. 

Inovasi ini merupakan aspek sekaligus indikator 

yang berupaya menerapkan prinsip- prinsip 

pelayanan publik namun belum terpotret secara 

spesifik dalam indikator yang diperlakukan sama 

sebagaimana kelompok indikator/pada aspek I 

sampai V. 

 

C. Teknik.......... 
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C. Teknik Pengumpulan Data 

 

Penilaian kinerja unit penyelenggara pelayanan publik 
dilakukan dengan menggunakan desk evaluation, pengisian 

kuesioner, observasi, dan wawancara. Pengisian kuesioner 

menggunakan 3 (tiga) jenis kuesioner yang akan divalidasi 

menggunakan teknik observasi dan wawancara untuk memperoleh 
data yang objektif dan akuntabel. 

 

Hasil pengolahan data kuesioner penilaian merupakan komposit 

dari berbagai data, baik data primer dan sekunder serta data 
obyektif maupun persepsi. Instrumen yang digunakan berjumlah 

tiga jenis, yaitu: 
 

 

1. Formulir F-01 

Diperuntukkan dan diisi oleh unit penyelenggara pelayanan yang 

menjadi lokus penilaian, untuk memperoleh data perspektif. 

2. Formulir F-02 

Diisi oleh evaluator atau penilai berdasarkan hasil pengamatan 

di lapangan dengan menggunakan seluruh metodologi yang 

diperlukan, untuk memperoleh data obyektif. 

3. Formulir F-03 

Diisi oleh pengguna layanan berdasarkan pengalaman yang 
bersangkutan dalam menerima pelayanan, untuk memperoleh 

data persepsi. 
[ 

Adapun hal yang ditanya dalam ketiga formulir tersebut kurang 
lebih sama, yaitu mengenai 6 (enam) aspek dalam instrumen 

penilaian seperti telah dijelaskan dalam huruf B diatas, hanya aspek 

inovasi tidak ditanyakan dalam formulir F03. Masing-masing 
formulir yang digunakan dalam penilaian terebut sebagaimana 

termuat dalam lampiran-2. 

 

D. Perhitungan......... 
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D. Penghitungan Indeks Pelayanan Publik 

Penentuan nilai indeks dilakukan melalui tahapan sebagai 

berikut: 

1. Menentukan Nilai Untuk Setiap Indikator 

Setiap pertanyaan dalam kuesioner memiliki bobot yang 

berbeda-beda disesuaikan dengan bobot per aspek. Karena nilai 

indeks merupakan nilai komposit dari 3 formulir, maka nilai per 
indikator merupakan nilai rata-rata formulir F01, F02, dan F03 

dikali dengan bobot indikator. 

 

2. Menentukan Nilai Setiap Aspek 

Nilai indeks tidak hanya bertujuan memberikan hasil akhir nilai 

saja, tetapi juga dapat dijadikan dasar perbaikan pelayanan, 
dimana Perangkat Daerah dapat melihat aspek mana yang sudah 

baik dan aspek mana yang masih membutuhkan perbaikan. 

Nilai setiap aspek diperoleh dengan menjumlahkan nilai per 

indikator dalam satu aspek. 

 

Nilai per aspek = ∑ nilai per indikator 

 

3. Menentukan Indeks 

Setelah nilai indikator dan dan nilai aspek diketahui, maka 

langkah selanjutnya adalah menghitung nilai indeks dengan 

rumus sebagai berikut: 

 

Nilai Indeks: ∑ (nilai aspekn x bobot aspekn) 
 

 

E. Analisis....... 

Nilai per    
indikator   = 

nilai F01 + nilai F02 + nilai F03 

x   bobot per indikator 

3 
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E. Analisis Data 

Setelah diperoleh nilai indeks, maka langkah berikutnya adalah 
melakukan analisis dan penyimpulan data. Penyimpulan data 

dilakukan untuk mengetahui kinerja unit penyelenggara pelayanan 

publik. Nilai indeks yang diperoleh dari hasil penyimpulan data 
diklasifikasikan dalam 9 (sembilan) kategori sebagaimana tabel 

berikut: 

 

Tabel 3.2 

Kategori Nilai Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik 

 

Range Nilai Kategori M 

0 – 1,00 F Gagal 

1,01 – 1,50 E Sangat Buruk 

1,51 – 2,00 D Buruk 

2,01 – 2,50 C- Cukup (Dengan Catatan) 

2,51 – 3,00 C Cukup 

3,01 – 3,50 B- Baik (Dengan Catatan) 

3,51 – 4,00 B Baik 

4,01 – 4,50 A- Sangat Baik 

4,51 – 5,00 A Pelayanan Prima 

 

 
BAB IV 

HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN 
 

 

1. Pengisian Formulir F-01 oleh unit penyelenggara pelayanan publik 
wajib dilakukan sesuai dengan kondisi riil yang menggambarkan 

unit pelayanan, dan harus dilengkapi dengan bukti dukung 

sebagaimana yang tercantum dalam instrumen. 
 

 

2. Evaluator........ 
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2. Evaluator yang melakukan pengisian Formulir F-02 perlu 

melakukan pengamatan dalam ruang pelayanan serta melihat data 

dukung yang diperlukan. 
 

3. Penyelenggara pelayanan dan/atau evaluator tidak diperkenankan 

mempengaruhi responden dalam pengisian Formulir F-03. 
 

4. Hasil penilaian kinerja yang dilakukan Pemerintah Kota Sukabumi 
akan dipublikasikan 1 (satu) kali dalam setahun. 

 
 

BAB V 

PEMERINGKATAN DAN PENGHARGAAN 

 
 

A. PEMERINGKATAN 
 

1. Pemeringkatan berdasarkan hasil penilaian oleh Tim Evaluasi 

sebagaimana Kategori Nilai Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan 

Publik yang telah ditentukan. 
 

2. Hasil pemeringkatan kinerja unit pelayanan publik akan 

dipublikasikan kepada masyarakat luas. 
 

B. PENGHARGAAN 

1. Penghargaan diberikan berdasarkan akumulasi penilaian atas 

kinerja unit pelayanan publik. 

2. Penghargaan diberikan kepada unit pelayanan publik yang 

memperoleh predikat “Pelayanan Prima” berhak mendapatkan 
Piala dan dengan predikat “Sangat Baik” berhak mendapatkan 

Piagam dari Wali Kota Sukabumi. 

3. Penyerahan piala dan piagam sebagaimana dimaksud pada angka 

2, diberikan oleh Wali Kota Sukabumi dalam upacara/acara resmi 

Pemerintah Kota Sukabumi. 

 

 
BAB VI......... 
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BAB VI 

PENUTUP 

 
1. Untuk mendukung kelancaran dalam melaksanakan tugas 

penilaian unit pelayanan publik, maka setiap anggota tim penilai 

dan unit pelayanan publik wajib mentaati dan menggunakan 
pedoman penilaian ini dengan sebaik-baiknya dan melaksanakan 

penilaian secara obyektif dan akuntabel. 

2. Hasil dari penilaian kinerja unit penyelenggara pelayanan publik 
digunakan untuk peningkatan kualitas pelayanan publik dan untuk 

menghasilkan inovasi pelayanan publik menuju terciptanya 

pelayanan prima.  

3. Evaluasi ini dapat dilakukan baik internal maupun eksternal 
organisasi. Agar penyelenggaraan pelayanan publik berjalan dengan 

baik sesuai dengan harapan, maka penyelenggara melakukan 

pemantauan secara rutin dan melakukan evaluasi kinerja 
penyelenggaraan pelayanan publik secara periodik.  

 

       
Sukabumi, 2 Juli 2018 

 

Pj. WALI KOTA SUKABUMI, 
 

                                                                       ttd. 

 
       DADY ISKANDAR 


